
GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 43 TAHUN 2010

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PUBLIK PADA
INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO

GUBERNUR GORONTALO,
Menimbang : a' bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang baikmelalui peningkatan kuaritas perayanan pubrik mata periu iengaturan standaroperasional prosedur (sop) pada setiap satuan xe4a eemerintah Daerah dilingkun gan Pemerintah provinsi Gorontalo;

b- bahwa berdasarkan 
. pertimbangan- sebagaimana dimaksud padahuruf a, perru menetapkan peraruran Gubernur tent;g stancrar operasionalProsedur (soP) perayanan pubrik pada Inspektorat proviisi Gorontaro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2oaa tentang pembentukan provinsi
Gorontalo (Lembaran..Negara Republik lndonesia ianun 2000 Nomor 25g,Tambahan Lembaran Negara nepu'ntix Indonesia Nomor 4060);

2' Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003_tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Repubtik Indonesia Tahun 2003 Noiror 47,"iimoanan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4296);
3' Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor tis,,-taro"r,"n LembaranNegara Repubtik lndonesia Nomor 4437): sebagaiman" la"n beberapa katidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomdr e Tahun 200g ientangPerubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200gNomor 59, Tambahan Lembaran tltegariRepublii< Indonesia Nornor 4g44);
4' Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 -tentang Pelayanan publik (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nom-or 1ti, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5039);
5' Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor l3 Tahun 2006 tentang pengelolaan

Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 3Seri E)
Memperhatikan : Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun

?009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas neraylnan pubtik Berbasispartisipasi Masyarakat

MEMUTUSKAN:

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PUBLIK PADAINSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO

Menetapkan
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan ini,  yang dimaksud dengan :

1' Pelayanan prublik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhankebutuhan perlayanan bagi maiyarakat yang oisloia[an oreh penyerenggara perayanan pubrik2' 
3:ffi:Ej.i:;,j:n*t"n 

publik vans selanjutnya disebut penyelenssara adatah lnspekrorat
3 

;:lTi,ilill;f13ffi*i3'$Jrils 
seranjutnva disebut pemberi Layanan adarah pesawai

4' Atasan Pelaksana Pelayanan Publik adalah Inspektur pacla Inspektorat provinsi Gorontalo5' Standar operasional Prosedu.r yang selanjutnya disingkar sop adalah acuanpenyelenggaraan pelayanan publik ying-oitaks.nl["n oleh penyelenggara dan/atau pemberilayanan untuk memenuhi kebutuhanpeliyan"n n"fi r"rvarakaupenerima layanan.6' Masyarakat y;ang selanjutnya disebl_l:1"j,-r" tayanan adatah seturuh pihak, baik warganeEara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum
#ri.ir"i,f#,]|Fld"oasai 

pe-nerima "manriri p"riv"n* p;bri[, 
'uiii 

secara ranssuns

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Ruang lingkup pt19t1y,t1n standar operasional prosedur ini adalah standar penyelenggaraanpelayanan pubrik yang diraksanakan pada tnspektorat provinsi Gorontaro.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3
Maksud

Pengaturan tentang standar operasional Prosedur dimaksudkan untuk memberikan kepastian bagi
|ff|{:il'tvanan 

dalam setiap proses penyelenggat.in pii.vanan pubtik pada lnspektorat provinsi

Pasal 4
Tujuan

Tujuan pengaturan tentang standar operasionar prosedur ini acrarah:a' terwujudnya prosedur pelayanan yang jelas antara penenma layanan dan pembe ri layanan
L]!$,,ffi[?5il3g[T:*Hit dan- iunssi pemerintahan daerah daram rinskup're,]a

b' terwujudnya 
15;tem 

penyelenggaraan pelayanan sebagai bentuk komitmen ctan acuan bagiPenyerenggara.dan pem'beri tJyanan terhadap penerima rayanan;c' terciptanya suatu proses pelayanan yang tertib dan memberi kepastian bagi penyelenggara,pernberi layanan dan penerima layanan.

BAB IV
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

pasal 5
standar operas;ional Prosedur sebagai kerangka 

.acuan penyelenggaraan pelayanan publikpada I nspektorat provinsi Gorontaro iebagaimina r_ampi nir.i plratu ra n ini.

h:rts5ffi:lig;aimana 
dimaksud pada avar (1) merupakan basian yans tidak rerpisahkan

I
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BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6
Biaya yang timbul akl-bat dari pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran pendapatandan Belanja Daerah ProvinsidorontalomeiatuiDpA-sKpD lnspenorat provinsi Gorontato.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

19:I-:"]i-"p orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur inioengan penempatannya daram Berita Daerah provinsi Goro"ntato

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 201O NOMOR43
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